Menimbang : a. bahwa dalam rangka pernbinaan karier dan peningkatan
kualitas serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
menjalankan tugas Pengawasan Ketenagakerjaan, dipandang
perlu menyempurnakan ketentuan dalam Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35/KEP.M.PAN/3/2003
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan

Mengingat

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA
DAN REFORMAS BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu mengatur kembali ketentuan tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya dengan- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh

Indonesia Pengawasan Perburuhan (Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1951);



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 304.1) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan
ILO Convention Nomor 81 Concerning Labour Inspection In
Industry And Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri  dan
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4309);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
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16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesi Nomor 164);

.Peraturan Pemerintahn Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukkan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan;



Memperhatikan

Menetapkan

1. Usul Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan surat Nomor

B.95/MEN-SJ/X/2009 tanggal 22 Oktober 2009;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
surat Nomor K.26-301V.168-6/93 tanggal 26 Mei 2010.

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pembinaan
dan pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan dan
pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan
kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta
pembinaan dan pengembangan sistem = pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

3. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi
dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan.

4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
yang terdiri dari pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala
pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang.

5. Pengujian adalah kegiatan penilaian terhadap suatu objek
pengawasan ketenagakerjaan melalui perhitungan, analisa
dan pengetesan sesuai dengan ketentuan atau standar yang
berlaku.
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Pemeriksaan danlatau Pengyjian Pertama adalah
pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan jenjang
jabatannya terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan,
baik yang baru dan/ atau yang belum pernah diperiksa dan
atau diuji.

Pemeriksaan danlatau Pengujian Berkala adalah pemeriksaan
dan atau pengujian yang dilakukan secara periodik sesuai
dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui
perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
berdasarkan hasil pemeriksaan danlatau pengujian terdahulu.

Pemeriksaan danlatau Pengujian Ulang adalah pemeriksaan
dan atau pengujian kernbali oleh Pengawas Ketenagakerjaan
yang lebih senior atas perintah pimpinan unit pengawasan
ketenagakerjaan karena masih adanya keraguan terhadap
hasil pemeriksaan danlatau pengujian terdahulu.

Pemeriksaan danlatau Pengujian Khusus adalah
pemeriksaan danlatau pengujian yang dilakukan terhadap
masalah  ketenagakerjaan yang bersifat khusus danlatau
mendesak.

Pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan yang
dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap pekerja,
pengusaha, penguruslanggota kelembagaan ketenagakerjaan
untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran
pemahamannya tentang peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.

Penyidikan adalah  serangkaian tindakan pengawas
ketenagakerjaan selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perhitungan obyek pengawasan norma ketenagakerjaan
adalah rangkaian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan
berupa penilaian dan penelitian terhadap suatu obyek
pengawasan norma ketenagakerjaan tertentu yang meliputi
upah, upah lembur, tunjangan hari raya, jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, atau penyakit akibat kerja dan hak-
hak atas adanya pemutusan hubungan kerja.



13.Perhitungan obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan
kerja adalah rangkaian kegiatan pengawasan ketenaga-
kerjaan berupa penilaian dan penelitian terhadap obyek
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu, yang
diperlukan untuk proses perijinan.

14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan untuk mengangkat, membebaskan sementara,
dan memberhentikan dalam dan dari jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan.

15. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Pengawas Ketenagakerjaan dan digunakan sebagai salah
satu syarat  untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan/pangkat.

16. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai prestasi Kkerja
Pengawas Ketenagakerjaan.

BAB Il
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN
INSTANS! PEMBINA

Bagian Pertama
Rumpun Jabatan
Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan termasuk dalam
rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Pengawas Ketenagakerjaan berkedudukan sebagai pelaksana
teknis fungsional pada unit organisasi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan pada instansi pemerintah.

(2) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.




Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas pokok pejabat fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah
melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan.

Bagian Keempat
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

b. mengembangkan dan menyusun metodologi, standar, dan
pedoman teknis Pengawasan Ketenagakerjaan;

c. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

d. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

f. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan
petunjuk pelaksanaanya;

g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan;

i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

j. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;

k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas
Ketenagakerjaan;

I. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik
Pengawas Ketenagakerjaan;

m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan.



BAB Il
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan yang diakui angka kreditnya terdiridari :

a. Pendidikan, meliputi:

1
2.

3.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah;

Pendidikan dan pelathan (diklat) kegiatan pengawasan
ketenagakerjaan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan
dan pelatihan (STTPP),

Pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.

b. Pembinaan dan pengawasanketenagakerjaan, meliputi:

1
2.

N o o &

Penyusunan rencana kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
Pemeriksaan objek pengawasan ketenagakerjaan;

Pemeriksaan  dan/atau  pengujian  objek  pengawasan
ketenagakerjaan;

Perhitungan dan penetapan objek pengawasan ketenagakerjaan;
Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
Pengkajian dan analisa ketenagakerjaan;

Penyusunan atau pembuatan pedomanfjuklak/juknis di bidang
pengawasan ketenagakerjaan.

c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan,
meliputi:

1
2.

Pembinaan pengawasan ketenagakerjaan; dan

Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan, meliputi:

1

Pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang pengawasan
ketenagakerjaan; dan

Penterjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang
pengawasan ketenagakerjaan.

e. Penunjang kegiatan pengawas ketenagakerjaan, meliputi:

1
2.
3.

Pengajar/pelatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan;
Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

Keanggotaan dalam organisasi profesi;




(1)

)

©)

4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan;,

Pengabdian masyarakat;
Keanggotaan dalam delegasi misi ketenagakerjaan;

Perolehan Piagam/ kehormatan/tanda jasa; dan

© N o d

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya yang diakreditasi, di luar
bidangnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

Jenjang jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dari yang
terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:

a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama;
b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda; dan
c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang
jabatannya yaitu:

a. Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, terdiri dari :
1. Penata Muda, golengan ruang Ill/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang lI/b.
b. Pengawas Ketenagakerjaan Muda, terdiri dari :
1. Penata, golongan ruang lll/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang lii/d.
c. Pengawas Ketenagakerjaan Madya, terdiri dari :
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. PembinaTingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) adalah
jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang
dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.



(4) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Ketenagakerjaan untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka
kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan
jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan seseuai dengan
jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Pertama yang
dinilai adalah :

1

10.

11.

Menyusun dan menelaah data objek pengawasan
ketenagakerjaan;

Menyusun rencana kerja pemeriksaan objek pengawasan
ketenagakerjaan;

Menyusun rencanakerja pembinaan dasar ketenagakerjaan;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
waktu kerja dan waktu istirahat;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pengupahan;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
hubungan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
jamsostek;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pekerja anak;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pekerja perempuan;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
penempatantenaga kerja dalam negeri;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
penempatan tenaga kerja ke luar negeri;

10



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
penggunaantenaga kerja asing;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pelatihan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
wajib lapor ketenagakerjaan;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatankerja pesawat angkat dan angkut;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatan kerja pesawat uap;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatankerja bejana tekan;

Melaksanakan pemeriksaan pertarna danlatau berkala norma
keselamatan kerja pesawat tenaga dan produksi;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatankerja listrik;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatan kerja petir;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatan kerja lift;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
keselamatan kerja pekerjaan konstruksi bangunan;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
penanggulangan kebakaran;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
las;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norrna
pelayanan kesehatan kerja;

Melaksanakanpemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pemeriksaankesehatan tenaga kerja;

Melaksanakan pemeriksaan pertama dan/atau berkala norma
penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan atau
makanan (catering);

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
lingkungan kerja;

11




29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
higiene perusahaan dan sanitasi;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pengendalianbahan berbahaya beracun;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
pengolahan limbah industri;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
ergonomi;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
alat pelindung diri;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan pertama dadatau berkala norma
tenaga personil keselamatan dan kesehatan kerja;

Melaksanakanpemeriksaanpertama danlatau berkala sarana
dan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan pertama danlatau berkala norma
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja);

Melaksanakan pemeriksaan kecelakaan kerjalpenyakit akibat
kerja (PAK);

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan dengan membuat
laporan kejadian tindak pidana;

Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap
tenaga kerja;

Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap
pengusaha;dan

Melaksanakan pembinaan dasar ketenagakerjaan terhadap
lembaga/organisasi.

Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Muda yang dinilai
adalah:

1.

Menyusun dan menelaah data pengujian obyek pengawasan
ketenagakerjaan;

Menyusun rencana kerja pengujian objek pengawasan
ketenagakerjaan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Menyusun rencana kerja pembinaan teknis/lanjutan
ketenagakerjaan;

Melaksanakan pemeriksaan ulang norma ketenagakerjaan;

Melaksanakan pemeriksaan ulang norma keselamatan dan
kesehatan kerja;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
waktu kerja dan waktu istirahat;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pengupahan;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
hubungan kerja;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
jamsostek;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pekerja anak;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pekerja perempuan;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
penempatan tenaga kerja;

Melaksanakan penguijian pertama danlatau berkala di bidang
pelatihan kerja;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
instalasi listrik danlatau petir;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
lift;
Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang

penanggulangankebakaran;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pesawat angkat dan angkut;

Melaksanakan penguijian pertama danlatau berkala di bidang
pesawat tenaga dan produksi;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pesawat uap;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
bejana bertekanan;



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

35.

36.

Melaksanakan penguijian pertama danlatau berkala di bidang
instalasi pipa;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
pekerjaan konstruksi bangunan;

Melaksanakan penguijian pertama dan/atau berkala di bidang
kesehatan tenaga Kerja;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
instalasi bahaya besar (majorhazard);

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
lingkungan kerja;

Melaksanakan pengujian pertama danlatau berkala di bidang
sarana pelayanan kesehatan kerja;

Melaksanakan perhitungan danlatau penetapan obyek
pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang waktu kerja
dan waktu istirahat;

Melaksanakan perhitungan danlatau penetapan obyek
pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang pengupahan;

Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan obyek
pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang jamsostek;

Melaksanakan  perhitungan dalam rangka  proses
pengesahanl perizinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi bidang kesehatan kerja;

Melaksanakan  perhitungan  dalam rangka proses
pengesahanlperizinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan kerja meliputi bidang keselamat kerja;

Melaksanakan  perhitungan dalam rangka proses
pengesahanl perizinan obyek pengawasan keselamatan dan
kesehatan keja meliputi bidang lingkungankerja;

Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi rate
(FR) dan tingkat keparahan/severity rate (SR) terhadap
kecelakaan kefja;

Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana . peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemeriksaan tempat kejadian perkara ;

Melaksanakan  penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat
Surat Pemberitahuandimulainya penyidikan;
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.
46.
47.

48.

49.

50.

51.

Melaksanakan  penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemanggilan saksi-saksi;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemanggilan Tersangka;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemeriksaan saksi-saksi;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pemeriksaan Tersangka;

Melaksanakan  penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan membuat
Permmintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;

Melaksanakan penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Pembuatan resume;

Melaksanakan  penyidikan tindak pidana peraturan
perundangan-undangan ketenagakerjaan dengan melakukan
Penyerahan berkas berita acara penyidikan ke Kejaksaan
melalui Polri;

Melaksanakan analisa/kajian kecelakaan kerja/(PAK);
Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan kerja/PAK ;

Melaksanakan pengkajian danlatau analisa permasalahan
ketenagakerjaan;

Melaksanakan pengkajian/analisa pelaporan pemeriksaan
dan/atau pengujian dari pemeriksaan pengawasan
ketenagakerjaan pertama;

Melaksanakan pembinaan teknisllanjutan ketenagakerjaan
terhadap tenaga kerja;

Melaksanakan pembinaan teknisllanjutan ketenagakerjaan
terhadap pengusaha;

Melaksanakan pembinaan teknisllanjutan ketenagakerjaan
terhadap lembaga/organisasi;
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92.

53.

54.

55.

Menyusun pengembangan sistem pengawasan sumber daya
manusia pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempurnaanl modifikasi;

Menyusun pengembangan sistem pengawasan kelembagaan
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyernpurnaanl modifikasi;

Menyusun pengembangan sistem pengawasan operasional
pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat konsep
penyempurnaanl modifikasi;dan

Menyusun pengembangan sistem pengawasan
ketatalaksanaan pengawasan ketenaga-kerjaan yang bersifat
konsep penyempurnaanl modifikasi.

Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan Madya yang dinilai
adalah:

1.

10.

1.

Menyusun rencana kerja pengkajianlanalisa pelaporan
pemeriksaan dan pengujian;

Menyusun rencana  kerja pembinaan spesialis
ketenagakerjaan;

Menyusun rencana kerja pengkajianlanalisa peraturan
perundang-undangandi bidang ketenagakerjaan;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang waktu kerja, waktu
istirahat danlatau pengupahan;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang jamsostek dan/atau
hubungan kerja;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerja anak
dan/atau perempuan;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang penempatan tenaga
kerja dan/atau pelatihan kerja;

Melaksanakan penguijian ulang di bidang instalasi listrik dan/
atau petir;

Melaksanakan penguijian ulang di bidang lift;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang penanggulangan
kebakaran;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat angkat dan
angkut;



12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat tenaga dan
produksi;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang pesawat uap;
Melaksanakan pengujian ulang di bidang bejana bertekanan;
Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi pipa;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang pekerjaan
konstruksi bangunan;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang kesehatan tenaga
Kera,

Melaksanakan pengujian ulang di bidang instalasi bahaya
besar (major hazard);

Melaksanakan pengujian ulang di bidang lingkungan kerja;

Melaksanakan pengujian ulang di bidang sarana pelayanan
kesehatan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
waktu keja dan waktu istirahat;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
pengupahan;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
jamsostek;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
hubungan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
pekerja anak;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
pekerja perempuan;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
penempatan tenaga kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
penggunaan (Tenaga Kerja Asing) TKA;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
pelatihankerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
Keselamatan Kerja;



31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
kesehatan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
lingkungan kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian khusus mengenai
(Sistem Manajernen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
SMK3;

Melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dipersidangan;

Melaksanakan pengkajianlanalisa pelaporan pemeriksaan
danlatau pengujian dari pemeriksaan danlatau pengujian
pengawas ketenagakerjaan rnuda;

Melaksanakan pengkajianlanalisa pelaporan pemeriksaan
danlatau pengujian dari pemeriksaan danlatau pengujian
pengawas ketenagakerjaan madya;

Melaksanakan pengkajianlanalisa peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan;

Melakukan pengkajian kebijakanlpelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan sesuai dengan ILO, danlatau standar
intemasional lainnya;

Menyusun pedoman, juklak danlatau juknis pengawasan
ketenagakerjaan;

Menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan
daerah;

Menyusun silabus/materi diklat pengawasan
ketenagakerjaan;
Menyusun  bahan  ajarimodul  diklat  pengawasan

ketenagakerjaan;

Menyusun  bahan  sosialisasi/penyuluhan  peraturan
perundang-undangan, pedoman, juklak dan juknis/yang
berkaitan dengan kebijakan baru ;

Melaksanakan  pembinaan spesialis ketenagakerjaan
terhadap tenaga kerja;

Melaksanakan pembinaan  spesialis  ketenagakerjaan
terhadap pengusaha;

Melaksanakan pembinaan spesialis ketenagakerjaan
terhadap lembaga/organisasi;



47. Melaksanakan sosialisasilpenyuluhan yang berkaitan dengan
kebijakan baru;

48. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan sumber daya manusia pengawasan
ketenagakerjaanyang bersifat konsep barulpembentukan;

49. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan
yang bersifat konsep barulpembentukan;

50. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan operasional pengawasan ketenagakerjaan
yang bersifat konsep baru/pembentukan;dan

51. Menyusun pengembangan sistem pengawasan
pengembangan ketatalaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan yang bersifat konsep barulpembentukan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama sampai dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Madya yang melaksanakan tugas pengembangan
profesi dan penunjang kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran |
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Ketenagakerjaan
yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pengawas
Ketenagakerjaanlain yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas
Ketenagakerjaan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
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(1)

()

3)
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(1)

)

Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan tugas Pengawas
Ketenagakerjaan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka
kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)
dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasiini.

Pasal 11
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri
dari :
a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
Unsur utama terdiri dari:
a. Pendidikan;
b. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;

c. Pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan; dan

d. Pengembangan profesi pengawas ketenagakerjaan.

Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf e.

Rincian kegiatan Pengawas Ketenagakerjaan dan angka kredit
masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ini.

Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan
dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Ketenagakerjaan adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, lll, dan IV Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasiini.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur utama; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.



(1)

)

1)

)
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Pasal 13

Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan
untuk kenaikan jabatanlpangkat herikutnya.

Pengawas ketenagakerjaan pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun
kedua diwajibkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) angka
kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan atau pangkat yang setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Pengawas Ketenagakerjaan Muda, pangkat Penata Tingkat |,
golongan ruang lli/d dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
menjadi Pembina golongan ruang IV/a, angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling kurang 8 (delapan) angka kredit harus berasal
dari kegiatan pengembangan profesi.

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang 1V/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b, angka kredit kumulatif yang
disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal
dari kegiatan pengembangan profesi.

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya
menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, angka kredit
kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit
harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 15

Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
tugas pokok pengawas ketenagakerjaan.

1)

Pasal 16

Pengawas Ketenagakerjaan yang secara bersama-sama membuat
karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan ketenagakerjaan,
diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis
utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
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(1)

)

3

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk
penulis pembantu; dan

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis
utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk
penulis pembantu.

Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Pengawas Ketenagakerjaan diwajibkan mencatat, menginventarisasi
seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan
Penilaian Angka Kredit (DUPAK).

Setiap Pengawas Ketenagakerjaan mengusulkan secara hirarki
Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan
dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu
setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai
Negeri Sipil.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,

TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
ANGKA KREDIT
Bagian Pertama
Pejabat yang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:

a.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan bagi
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang V/c di
lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan
Provinsi, Kabupaten/Kota;



b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan

@)

Ketenagakerjaan bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang lil/a sampai dengan
Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan;

Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Provinsi yang
bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya
eselon Il) bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang lll/a sampai dengan Pengawas
Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
yang berada di wilayah kerjanya; dan

Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupatenl Kota
bagi Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang lll/a sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang berada di
wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Tim Penilai Angka Kredit
Pasal 19

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Pengawas
Ketenagakerjaan, dibantu oleh :

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a,
selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b,
selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;

c. Tim Penilai Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi bagi
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c
selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan

d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf d, disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk

lebih dari 1 (satu) Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.
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Pasal 20

(1) Tim Penilai Angka Kredit jabatan Pengawas Ketenagakerjaanterdiri

(2)

dari unsur teknis yang membidangi Pengawas Ketenagakerjaan,
unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan.

Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. Seorang ketua merangkap anggota;
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian dinas; dan

d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

(4)

(5)

paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan dan paling kurang 1 (satu) orang dari unsur
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, KabupatenlKota.

Syarat untuk menjadi anggota tim Penilai, adalah:

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan
jabatanlpangkatPengawas Ketenagakerjaan yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Pengawas Ketenagakerjaan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Ketenagakerjaan,
maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 21

(1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka

)

kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat dimintakan kepada Tim
Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

Apabila Tim Penilai KabupatenlKota, belum dapat dibentuk,
penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau
Provinsi atau Tim Penilai Unit Kerja.



3)

1)

(2)

3)

(4)

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:

a. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk Tim Penilai
Pusat;

b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada Provinsi
untuk Tim Penilai Provinsi;

d. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan pada
KabupatenlKota untuk Tim Penilai KabupatenlKota.

Pasal 22

Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut,
dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1
(satu) masa jabatan.

Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka
ketua tim penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat
memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum
masa jabatannya berakhir.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pengawas Ketenagakerjaan dan tata cara
penilaian angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan ditetapkan oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit
Pasal 24

Usul Penetapan angka kredit diajukan oleh :

a.

Sekretaris  Direktorat Jenderal Pernbinaan  Pengawasan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah KabupatenlKota
kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk penetapan
angka kredit Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina
Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang V/c.



b.

@)

(2)

Pejabat Eselon 1Il yang membidangi pembinaan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan ketenagakerjaan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi untuk penetapan angka kredit Pengawas
Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lllla sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang IV/a, di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat
eselon Il yang membidangi pembinaan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18
ayat (1) huruf (c) untuk penetapan angka kredit Pengawas
Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
ll/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang 1V/a di lingkungan provinsi.

Pimpinan Unit Kerja yang terkait serendah-rendahnya pejabat
eselon Wl yang membidangi pernbinaan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan kepada pejabat yang dimaksud pada pasal 18
ayat (1) huruf (d) untuk penetapan angka kredit Pengawas
Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
Il/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat
Pembina golongan ruang 1V/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak
dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang
bersangkutan.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
Jabatan Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat
sebagai berikut:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang llV/a;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan latihan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan;

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam (1) satu tahun
terakhir;

e. Telah memiliki Surat Penunjukkan sebagai pengawas
ketenagakerjaan oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi  jabatan Pengawas Ketenagakerjaan melalui
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas
Ketenagakerjaan.

ljazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a meliputi:

a. Sarjana Tehnik;

b. Sarjana Kesehatan Masyarakat;

c. Sarjana Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
d. Sarjana Kedokteran;

e. Sarjana Hukum;

f.  Sarjana Sosial Politik;

g. Sarjana Psikologi;

h. Sarjana Administrasi’/Manajemen/Ekonomi;

Sarjana lain yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
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(1)

(2)

3

@)

Pasal 28

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Pengawas Ketenagakerjaan dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan, sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal
27 ayat (1) dan ayat (4);

b. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengawasan
ketenagakerjaan

c. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun di bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan dibuktikan dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang;

d. Memiliki kompetensi jabatan pengawas ketenagakerjaan yang
diperlukan;

e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang
dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah
angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

Jumlah Angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
KETENAGAKERJAAN

Pasal 29

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalarn jabatan fungsional
Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai forrnasi jabatan
Pengawas Ketengakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai
dengan formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan
oleh Menteri yang Dbertanggung jawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara setelah  mendapat
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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(2)

®3)

(4)

b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan
Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan
formasi Pengawas Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah masing-masing setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di
bidang Pendayagunanaan Aparatur Negara setelah mendapat

pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan pada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi, dan

KabupatenlKota, didasarkan kepada :
a. Objek pengawasan ketenagakerjaanyang meliputi :
1) Perusahaanlternpatkerja;
2) Tenaga kerja;
3) Peralatan/Pesawat Produksi;
4) Kondisi/lingkungan kerja.
b. Persebaran geografis perusahaanltempat kerja.

Formasi jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur
sebagai berikut :

a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling
banyak 200;

b. Di Provinsipaling banyak 30;
c. DiKabupatenlKota paling banyak 40.

Pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi sebagai pimpinan instansi pembina jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 30

Untuk meningkat kompetensi dan profesionalisme Pengawas

Ketenagakerjaan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,

harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
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Pasal 31

Standar kompetensi jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 28 huruf d
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku
Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
Pasal 32

(1) Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang Il/a, sampai dengan Pengawas Ketenagakerjaan
Madya, pangkat Pembina Tingkat 1, golongan ruang IV/b,
dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu
5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatanlpangkat terakhir tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang V/c, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila
setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari
kegiatantugas pokok Pengawas Ketenagakerjaan.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), Pengawas Ketenagakerjaan dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila :

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan;
c. cuti di luar tanggungan negara kecuali cuti untuk persalinan
keempat dan seterusnya; atau
d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pasal 33

(1) Pengawas Ketenagakerjaan yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (1) dan (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan, diangkat kembali dalam Jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan.
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)

3)

(4)

()

Pengawas Ketengakerjaan yang telah selesai menjalani
pembebasan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
32 ayat (3) huruf a, d dan e, dapat diangkat kembali dalam jabatan
pengawas ketenagakerjaan.
Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan apabila
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah.
Pengawas Ketenagakerjaan yang dibebaskan sementara
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf ¢ dapat
diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
apabila belum berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dane
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan
dapat ditambah angka kreditnya dari tugas pokok Pengawas
Ketenagakerjaanyang diperoleh selama pembebasan sementara.
Pasal 34

Pengawas Ketenagakerjaan diberhentikan dari jabatannya apabila :

a.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) tidak
dapat mengumpulkanangka kredit yang ditentukan; atau
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian
dari jabatan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
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BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan Pegawai Negeri Sipil
yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang
menduduki jabatan Pengawas Ketenagakerjaan Pelaksana
Lanjutan atau Penyelia diangkat dalam jabatan Pengawas
Ketenagakerjaan Pertama atau Pengawas Ketenagakerjaan Muda
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

(2) Kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setinggi-tingginya pangkat Penata Tingkat | golongan
ruang lll/d.

(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Ketenagakerjaan
Madya pangkat pembina golongan ruang 1V/a, apabila telah
memperoleh ijazah Sarjana S1/Diploma IV yang sesuai dengan
kualifikasi pendidikan yang ditentukan.

BAB Xl

PERPINDAHAN JABATAN
Pasal 37

Untuk kepentingan dinas danfatau menambah pengetahuan, pengalaman
dan pengembangan karier, Pengawas Ketenagakerjaan dapat
dipindahkan ke jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang
memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XIi

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Pasai 39

Pada saat Peraturan Menteri ini di ditetapkan, Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/3/2003
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka
Kreditnya dicabut dan dinyatakantidak berlaku.



Pasal 40

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan Peraturan Menteri
ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.
Pasal 41

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2010

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
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LAMPIRAN | :

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS]

NOMOR 19 TAHUN 2010

TANGGAL : 10 Nopember 2010
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
DAN ANGKA KREDITNYA
DONGKA
NO UNSUR SUBIN SUR BUTIR KEGIQUTAN SATUAN TSIL KREDIT JELAKSANAAN
1 2 N 4 5 6 7
I. |Pendidikao .|Pen diikan sekolah 1 Doktor (S3) ljasah 2000 |Sei wa Jaj ang
dan mempe roleh 2 Pasca Sarjana (S2) ) I ljasakh 150 [Semwa Jej ang
ijazah/gelar 3 Samana(81)/DipomalVvn. 777 Tiasah 10(0  [Semwa Jaj ang |
.|Pend lildan dan 1 Lamanya lebih dari 960 jam Sertifiilat 15 Ser wa Jnj ang
pelati an fungjior f]a'. di "2 Lamanya antara 841 - 960 ja - - TSémf“ it 9 |[Se aseya ng
e s a8 | 3 Lamanyaantara 481-8407 [senw 6 |Ser vadejang
mem péieh sira it 4 Lamanya antara 161 -480 ja Seriifiat 3 |Ser waJeiang
tand: a taat 5 Lamanya antara 81-160jam sl | 2 [Sew svemang
pend lidikn:dan R - ~ e e ML_w
pelat tiha(STP P) 6 Lamanya antara 30 - 80 | jam Serilat 1 Sewu aNga ng
Peitiidd ndan 1. Diklat Prajabatan S==fikat 3  [S=mu Jenjang
peldin  Fajabatin
I |8m binaan an Pangu na nreicana | 1 Menyusun dan menda ahdata o =k Pe a aum Td aahan Q02 [P< pertama
encgawasan kegiat Peg wasan |  ketenagakerjaan o B -
éternzagakenjaan Ketery:  akerja n 2 Menyusun rencana ke rja ermeri saandy » paig aw sao Rencana Kerja Q02 |¥< pertama
__ketenagakerjaan
L_? Menyusun rencana ki rjape:mbia 1an ¢ sar keteragitaer rjaan  |Rn cena Kerja 002 |3K pertams
‘fdil\/iéf{yusu- dan menéa ahd:ata el nguj nobyekpenngn asa Fla aban 005 |9K muda
ketenagakerjaan
5 Menyusun rencana &rrjap egjian obyek [peng weaga Rercana Kerp 0,0 54 [PK mulla
- ketenagakerjaan da/a tau ksglam atandainkesévata k¥ 3
6 Menyusun rencana er ja etinaa o teknis /lanjuain Rencana Kera 0,0 54 (3K mula
ketenagakerjaan




ANGKA

NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7
7 Menyusun rencana kerja pengkajian/analisa pelaporan Rencana Kerja 0,087 [PK madya
pemeriksaan dan pengujian . )
8 Menyusun rencana kerja pembinaan spesnalls ketenagakerjaan Rencana Kerja 0,087 |PK madya
[ 9 1 Menyusun rencana kerja pengkajlan/aﬁ‘aﬂs:a pér>at_urah" ~ |Rencana Kerja 0,087 |PK madya
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
.|Pemeriksaan objek 1 Melaksanakan pemeriksaan pertama dan atau berkala
pengawasan (1) Norma waktu kerja dan waktu i xstlrahat * |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
ketenagakerjaan " (2) Normapengupahan - |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
'WW(S)' Norma hubungan kerja o : |Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
(4) ‘Norma Jamsostek S "~ |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
"(6) Norma pekerja an;ai{»;: S 4 T Nota Pemeriksaan | 0,023 PK pertama ;
(6) Norma pekerja perempuan Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
| (7) Norma penempatan tenaga kerja dalam negeri Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
[ (5)_ Norma penempatan tenaga kerja ke Iuar negeri Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
~ (8) Norma penggunaéﬁ_fta_r1aga kerja asnng ~ 7 |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama |
" (10) Norma pelatihan kerja " [Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
_/?’1_) “Norma w Wajlb Iapor ketenag>akerjaan ~ " |Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
(12) Norna keselamatan kerja pesawat 2 angkat dan ‘angkut  [Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
" (13) Norma keselamatan kerja pesawatuap ~ |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
B (14) Norma keselamatan kerja bejana tekan ~ [Nota Pemeriksaan 0,023 |PK pertama
L, (15) "Norma keselamatan kerja pesawat tenaga dan produk5| JNota Pemeriksaan 0,023 PK”'pertama
(16) "Norma keselamatan kerja listrik Nota Pemeriksaan 0,023 |PK pertama
(17) Norma keselamatan ker;?p?urf S Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
[_(_18) _Nor_ma keselamatan kerja lift " |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
- (19) Norma keselamatan  ker| kerja ekerjaan lig_n_s_truksi Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama l
(20) Norma penanggulangan kebakaran Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
. (21) Norma las - " INota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
~ (22) Norma pelayanan kesehatan kerja ~ |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama




ANGKA

NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT PELAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7
(23) Norma pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Nota Pemeriksaan 0,023 |PK pertama
(24) Norma penyelenggaraan gizi kerja bagi tenaga kerja dan|Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
atau makanan ( catering)
"~ (25) Norma lingkungan kévr_j;d ‘ Jr%taiséﬁlenksaan 0,023 |PK pertama
(26) ‘Norma hi hlglene perusahaan ‘dan sanitasi Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
- '(27) Norma pengendalian bahan berbahaya beracun ~ |Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
(28) ‘Norma | pengolahan Ilmbah lndustrl B Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
" (29) Norma ergonomi " |Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
(30) ‘Norma alat pehndun§ diri ~ |Nota Pemeriksaan | 0,023 [PK pertama
B (31 5 No_r;rﬁé'kieIembagaar’\‘_k‘ééégr!"néiéﬁ'dén keSéh'éiéﬁ_kéfj_én_ Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK ‘pertamé )
‘”7(52)%No'r"rha fénaga persdhiliérs—él—a}hatiﬁ dan kesehatan kerjé Nota Pemeriksaan | 0,023 |PK pertama
o (55)—"S_é’7fér{aﬁ&an fasilitas keselamatan dan kesehét’z;ﬁk_erj#am Nota Pemeriksaan 0,023 [PK 'pertama ' J

~ (34) Norma SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja)

"[Nota Pemeriksaan |

0,023

i Melaksanakan pemerlksaan Keceiakaan Kerja/ PAK

3 Melaksanakan pemeriksaan ulang

“|Laporan

0,023

]

Wupertama N

.
PK Pertama

|

~ (1) Norma Ketenagakerjaan Nota Pemeriksaan | 0,058 |PK muda
~ (2) Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja - [Nota Pemeriksaan | 0,058 [PK muda
Pemeriksaan dan/atau{ 1 Melaksanakan pengujian pertama dan/atau berkala di bidang :
Pengujian obyek o o I .
pengawasaq (1) Waktu kerja dan waktu istirahat Rekomendasi/ 0,058 |PK ‘muda
ketenagakerjaan - o ~[Laporan Lf
(2) Pengupahan Rekomendasi/ 0,058 |PK muda
- i - |Laporan
(3) Hubungan kerja Rekomendasi/ 0,058 |PK muda
o - o Laporan - i
(4) Jamsostek Rekomendasi/ 0,058 |PK muda
N i |Laporan
(5) Pekerja anak Rekomendasi/ 0,058 |PK muda

Laporan




(0. (INSWR SW3 UNSKR SUTIR KEGITON SATUAN —msIL |04 | DELAKSANCAD
1 2 3 4 5 6
(6) Pekerja perempuan Rekomendasi/ 005 | <>
I o Jtaporan | |
(7) Penempatan tenaga kerja Rekomendasi/ Cos8 |R da
| 7 7 Laporan L
~ (8) Pelatihan kerja o Rekomendasi/ 0,058 |PK da
Laporan
(9) Instalsi Listrik dan atau petr [Sertifikat / Laporan | 9,058 | °Rkm da
| (10) Lift - |Sertifikat / Laporan | 0,058 | °Rkm da
(11) Penanggulangan kebakaran Sertifikat / Laporan | 0,058 | JRKm da
E 4{] : Pesawgtgngkat d'a_njaTgkut;_: ' i _ __VQLS_*ertiﬁkat/Laporan 0,058 ’RKm da
| 1(13)7Pesawat tenaga dan produksi o ﬂSediﬂkat/ Laporan | 0.058 ’F{K:p da
_ (14) Pesawat uap Sertifikat / Laporan O.{=58 RKm da
| 4{15) Bejana bertekanan ~7 ___ _|Sertifikat / Laporan | 058 @ da
| (16) instalasi pipa o §3mﬂﬁt/LaporalJ Ooﬂsaﬂ JRKm da
B 1(1_?_) Pekerjaan konstruksnib.an_gu_n_a_n o MSertlfk'at/LapEraQn_{ .058 | ’RKm da
| (18) Kesehatan tenagaKerja |Sertifikat / Laporan SN RKm da
(19) Instalasi bahaya besar (major hazarc |Sertifikat / Laporan | Y058 |’RKm da
| (20) Lingkungan kerja 7 Sertifikat / Laporan | ON58 | RKm da
| (21) Sarana pelayanan kesfer]_a_tar\_ke_r;fl S |sertifikat / Laporan 1,058 | >RKm da
LZ Melaksanakan pengujian ulang di bldang 0
"7 (1) Waktu kerja, waktu istirahat dan/at: e gu a hax |Rekomendasi/ 0,093 |PKna da
» ) e |Laporan _
(2) Jamsostek dan/atau hubungan kerja Rekomendasi/ 0,093 |[PK dwm
_ Laporan :
(3) Pekerja anak dan/atau perempuan Rekomendasi/ 0,093 AK mada
_ N Laporan - |
(¥ Penempatan tenaga kerja dan/atau pel ath a0 kerj ja Rekomendasi/ 0,093 |¥ dyw
S . Laporan | |
N (5 Insta!asn Iustrlk dan/atau‘p_e_tlrﬂ_w _ o laporan 0,093 |RIm sdya
o Lt o |laporan 10,093 |Rimas dya
B pv_Penanggulangan kebakaran o laporan i 0,093 |Rimas dy
® Pesawat angkat dan angkut |laporan 0,083 |Rima oy
(9) Pesawat tenaga dan produksi laporan 0,083 |Rtma dy
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NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUANHASIL | ANGKA|PELAKSANAAN
KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
B 0) pesawatuap ~_ |laporan 0,093 |PK madya
| (1) Bejanabertekanan B " |iaporan 0,093 |PK madya
B __‘_(_12) Instalasi pipa ] laporan 0,093 [PK madya
__Pekerjaan konstruksi bangunan N |laporan 0,093 |PK madya
(14) Kesehatan tenaga Kerja N laparan 0,093 |PK madya
_(15) instalasi bahaya besar (major hazard) B |laporan 10,093 [PKmadya
6) Lingkungan kerja ) faporan anﬁ_ﬁ( madya
_>(17) Sarana pelayanan | kesehatan kerja laporan 0,093 |PK madya
[ 3 Melaksanakan pemerlksaan dan pengupan khusus mengenal
B (1) waktu kerja dan Waktu |st|rahat ' . Laporan khUSIJ; 0,096 |PK madya
__(2) Pengupahan _|Laporan khusus | 0.096 |PK madya
(3) Jamsostek B |Laporan khusus 0,096 PK madya
() hubungankerjn Laporan khusus 0,09q PK madya
(5) Pekerja anak Laporan khusus 0,096 |PK madya
o 6)_ Pekerja perempuan N 7 Laporan khusus 0,096 [PK madya
. (7)_Penempatan tenaga kerja . Laporan khusus 0,096 |PK madya
- “(8) Penggunaan TKA _ |Laporan khusus 0,096 |PK madya
(9) Pelatihan kerja 0,096 [P K madya
] (10) Keselamatan Kerja o Laporan khusus 70,096 |PK'madya
(11) Kesehatan kerja - -l__-a_q;@ KhUSUS 0,096 |PK madya
(12) Llngkungan kerja o |Laporan khusus 0.096 |PK madya
" (13) SMK 3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan |Laporan khusus 0,096 |PK madya
Kerja
Perhitungan dan 1 Melaksanakan perhitungan dan/atau penetapan objek
penetapan obyek __pengawasan ketenagakerjaan meliputi bidang : 1
pengawasan (1) Waktu kerja dan waktu istirahat Rekomendasi/ 0,06 |PK muda
ketenagakerjaan Laporan
(@) Péngupahan ] Rekornendasil 0,06 |PK muda
o |Laporan R
(3) Jamsostek Rekornendasil 0,06 |PK muda
Laporan
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NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL | ANGKA | PELAKSANAAN
KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
2 Melaksanakan perhitungan dalam rangka proses pengesahanl
perizinan objek pengawasankeselamatan dan kesehatan kerjal
meliputi bidang: . o
(1) kesehatankerja Laporanl 0,06 |PK muda
. S _ | Rekomendasi
(2) keselamatankerja Laporanl 0,06 |PK muda
e - Rekomendasi
(3) lingkungan kerja Laporanl 0,06 [PK muda
o ... _|Rekomendasi
3 Melaksanakan perhitungan tingkat kekerapan/frekwensi ratelLaporanl 0,06 |PK muda
(FR) dan tingkat keparahanlseverity rate (SR) terhadagRekomendasi
kecelakaan kerja
4 Melaksanakan perhitungan kecelakaan nihil di tempat kerja  |Laporanl 0,06 |PK muda
Rekomendasi
Penyidikan tindak 1. Melaksanakan penyidikantindak pidana peraturan perundang-
pidana — undanganketenagakerjaan . . _
ketenagakerjaan | (1) Pembuatan laporan Kejadian tindak pidana Laporan 0,25 |PK Pertama
| (2) Pemeriksaan tempat kejadian Perkara Perusahaanl tempat| 0,30 |PK Muda
(3) Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan surat . 0,30 [PKMuda
_ (4) Pemanggilan saksi - saksi surat/orang 0,15 |PK Muda
(5) Pemanggilan Tersangka suratiorang ______| 0,15 |PK Muda
B (6) Pemeriksaan Saksi - Saksi Berita Acara 0,35 |PK Muda
. (7) Pemeriksaan Tersangka ___ Berita Acara 0,35 |PK Muda
— -(8) Penyitaan Barang atau dokumen melalui pengadiian Berita Acara 0,35 |PK Muda
(9) Permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke  |surat 0,35 [PK Muda
Polri
(10) Pembuatanresume Berkas 0,40 |PK Muda
(11) Penyerahan Berkas Berita Acara Penyidikan ke Berkas 0,40 |PK Muda
Kejaksaan melalui Polri
2 Melaksarvia'kma‘ﬁ_tugas sebagai saksi ahli di persidangan Laporan 0,60 [PK Madya
Pengkajian dan 1 Melaksanakan analisalkajian kecelakaan kerjalpenyakit akibat|Laporan 0,06 [PK Muda
analisa kerja (PAK).
2 Melaksanakan analisa/kajian jaminan kecelakaan "|Laporan 0,06 |PK Muda

kerjalpenyakit akibat kerja (PAK)




NO UNSWR SUB UNSKWR BUTIR KEGIATAN SATUAN SIL Qgggﬁ. VENKSANAAN
1 2 3 4 5 6 | 7
3 Melaksanakan pengkajian dan atau analisa permasaleh an|Laporan 0,0 O Mwda
_ ketenagakerjaan e _ .
4 Melaksanakan pengkauan/anallsa pelaporan pemenksa an
dan/atau pengujiandari: | |
(1) Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan Penama Laporan/Berita 0,06 | KMuda
(2) Pemeriksaan dan/atau Pengupan Pengawas Laporan/Berita 0,09 |9KMadys
Ketenagakerjaan Muda Acara
(3) Pemeriksaan dan/ atau Pengujian  Pengawas|Laporan/Berita 0,02 |PKMady=s
Ketenagakerjaan Madya Acara
5 Melaksanakan Pengkajian /analisa  peraturan ' Perundang-|Surat 0,0 K Mady=
undangan di bidang Ketenagakerjaan
6 Melakukan Pengkajian Kebijakan/ Pelaksanaan Pengawasan|Berkas Q087 |MK Mady=
Ketenagakerjaan sesuai dengan ILO danfatau Standar
Internasional lainnya
O|®enyusuna a atai 1 Menyusun pedoman, juklak dan atau juknis pengawasan Berkas 0087 |PK Madya
pembuatan pedmac/ |  ketenagakerjaan. | )
juklak/jukri s dibilacg | 2 menyusun profil pengawasan ketenagakerjaan pusat dan Laporan Q087 |PK Madya
gengawasain ___daerah ,
Xetenagale:rja 3 menyusun silabus/materi diklat pengawasan ketenagakerjaa |Laporan 0,087 |PK Madya
4 menyusun bahan ajar/modul diklat p‘engawésan Laporan 0,089 |PK Madya
__ ketenagakerjaan L o \
5 menyusun bahan sosnahsasn/penyuluhan peraturan perundcmg- Laporan 0,12 |PK Madya
undangan, pedoman, juklak dan juknis/ yang berkaitan dengan
kebijakan baru
I |Pembiaan dao | A |Perhinaa 1 Melaksanakan pembloaan dasar kelenagakerjaan terhadap
P.engmlban gao Pegawa san ) Tenaga Kerja o ‘ Lapo}Eﬁ“"m_M- 0,03 |PK Dedma
Sistem Ketnagga kerj aan e e - {-
Pen wasa n - (2) Pengusaha o - Laporan 0,03 |[PK Qeama
Ko ngake rjaac L (3) Lembaga/Orgarusast ) Laporan 0,03 |PK Pegma
2 Melaksanakan pembinaan tehms/lanjutao '<mtgma\gakerjaan | '
_ terhadap S
(1) Tenaga Kerja Laporan 0,06 |PK Muda
(g) Pengusaha Lapo_r-a-n‘ » 0,06 |PK Muda
(3) Lembaga/Org=c'nos’ Laporan 0,06 |PK Myda




NO. | WNSUR SUS UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUANHASIL | Rh ST mslaksanAaN
1 2 3 4 5 6 7
3 Melaksanakan pembiraa o spesialis katonagakorjaao terhadag
o (1) Tenaga Kerja T o Naskah 0,08 |PK Madys
~ (2) Pengusaha o Naskah 0,09 [PK Mady=
" (3) Lembaga/Organisasi - Naskah 0,09 |PK Mady=
| 4 melaksanakan sosialisasi /penyuluhan yang berk atao deogao Naskah | 0,09 |[PKMadys
kebijakan baru
Pongem an 1 Menyusun pengembangan sistem pengawasan
Sistem F engawssan | ketenagakerjaan
K=enagakerjaan (1) Pengembangan SDM pengawasan ketenac <erjaan yan g|Laporan 0,12 |PKPadya
___ bersifatkonsep baru/pembentukan N .
(2) Pengembangan SDM pengawasan ketenagakerjaan yao g|Laporan 0,08 |[PKRuda
bersifat konsep penyempurnaan/ modifikasi
(3) Pengembangan kelembagaan pengawasan Laporan 0,12 |PKPzdyz
ketenagakerjaan yang bersifat konsep barul
pembentukan
"~ (4) Pengembangan kelembagaan pengawasan ~ |Laporan 0.08 |PKFuda
ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaadl
modifikasi
| (5) Pengembangan operasional pengawasan ~~ |Lawo 0,12 |PKMady=
ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/
pembentukan
| (6) ‘'engembangan operasional pengawasan Laporan | 0 | KPuds
ketenagakerjaan yang bersifat konsep penyempurnaaol
modifikasi
(7) Pengembangan ketatalaksanaan pengawasan Lapora 12 |v<Padys
ketenagakerjaan yang bersifat konsep baru/
pembentukan
("8_)»~_i5engémrbéngan ketatalaksanaan Béﬁg';'é\}véswaﬁ - l:abaran 0,0-J 8 |PKPuds
ketenagakerjaan konsep penyempurnaan/ modifikasi




ANGKA

NO UNGUR SUBUNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL KREDIT VSLAKSANAAN
1 2 3 4 5 6 7
IV |Yengemibaigarn | A|Pemaitankarya tuis | 1 Membuat karya tulis/ karya ilmiah di bidang ketenagakerjaan
profesi megawras| |dan tawuk aryailmizh |  yang dipublikasikan | 1 -
ketera gakrjaain dibidnggp engawaan (1) dalam bentuk buku yang g diterbitkan dan diedarkan secara|Buku 12,5 |SemusJ» og
ke agiak erfjaan nasional o
" (2) dalam makalah ilmiah- yang “diketahui plmplnan unlt Makalah 6 |Semus Nera 0g
[ 2 Membuat karya tulls/karya ilmiah di bldang pengawasan
___!se_tanaga kerjaan yang tidak dipublikasikan B I
(1) dalam bentuk buku Buku 8 S2m wa Nema og
(2) dalam bentuk makalah i “ah yang diketahui pimpinan  |Makalah 4  |SemusNem og
unit o R
'3 Membuat karya tuhs/karya ilmiah di bldang ketenagakerjaan
| hasu gagasan sendiri yang (_:I_l_ngbhkaSIkan |
(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara|Buku 8 Spmus Jema og
o __nasional _ I
(2) ‘dalam bentuk makalah ilmiah yang diketehui pimpinan  [Makalah 4 Semws Joma n3
unit .
4 Membuat karya tuhs/karya ilmiah di | bidang pengawasan
ketenagakerjaan hasil gagasan sendiri yang tidak
| dipublikasikan o o | o R
(1) dalam bentuk buku Buku 7  Se musVema ng
(2) dalam bentuk makalah ’ilmrnian'yang‘ 7dikétahui7piﬁﬁnanv 1Makalah ) 3,5 |dem wsVNem ng
Unit
5 Menyampalkan prasaran berupa gagasan tlnjauan danatau |Naskah 2,5 |[Ssm ua Jome 0g
ulasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan
iimiah
B.|®ne rj emhanpetyad| 1 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang ketenagakerjaa
ura 'uikwdanatau yang dipublikasikan:
kea limiah dibiding | """ (1) Gaiam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secaralBuku 7 [semus Jo ang
peg:aw =sam nasional
kexn ag aerja a ~ (2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit Makalah 35 [Semus» ran3
2 Menerjemahkan/menyadurkan buku dibidang ketenagakerjaan | B
_ yang tidak dipublikasikan: .
_ (1) dalam bentuk buku o Buku N 35 Se 3sVenang
(2) dalam bentuk makalah Makag 1,5 Smu 3\»0jang
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ANGKA

NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL PELAKSANAAN
KREDIT
1 2 3 4 5 6 7
V. | Penunjang A.|Pengajarlpelatih Mengajar atau melatih di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan [Jam Pelajaran 0,09 [Semua Jenjang
kegiatan dibidang pengawasan |peraturan perundangan
Egtr;%aawgﬁgn ketenagakerjaan
gakenaan Il peran serta dalam Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi ditingkat internasionall
seminarlloka nasional, sebagai:
karyalkonferensi "1 " Pemrasaran - o Setiap kali 3  [Semua Jenjang
2 Moderatorlpembahaslnargéu~5be? - §eﬁap kali 2 Semua Jenjang
3 Peserta ‘_“_ B Setiap Kali Semua Jenjang
C|Keanggotaandalam |Menjadi pengurus organisasi profesi di bidang ketenagakerjaan:
organisasi profesi e . —_ - S o
1 Tingkat nasional sebagai pengurus Setiap tahun 1 Semua jenjang
2 Tingkat nasional sebagai anggota o Setiap tahun 0,50 |Semua jenjang
3 "Tingkat Provinsi / Kabupatenl Kota §é5a§ai pengurus B Setiap tahun 0,25 [Semua jenjang
4 Tingkat Provinsi / Kabupaten/ Kota sebagai anggota | Setiap tahun 0,15 [Semua jenjang
D |Keanggotaan Tim Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional pengawas DUPAK/PAK 0,04 [Semua jenjang
Penilai jabatan ketenagakerjaan
Fungsional pengawas
ketenagakerjaan
E |Pengabdian Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Setiap tahun 0,50 [Semua jenjang
Masyarakat
F [Keanggotaan dalam |Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan di:
delegasi misi a. Tingkat internasionallnasionalsebagai: -
ketenagakerjaan 1 Ketua - - Setiap Kali 3 Semua jenjang
2 Anggota S - Setiap kali 2 Semua jenjang
b. Tingkat Provinsi sebagai: i T B
1 Ketua ___:_ » ~ __ ~ |Setiap kali 1 Semua jenjang
2 Ariggbté i @iap kali 0,50 |Semua jenjang
G [Perolehan piagam / 1 Memperoleh penghargaanltandajasa Satya Lancana Karya
kehormatanltanda Satya:
jasa wj a. 30 tahun __" B B PTa_géE"T | 3 |semua Jenjang
b. 20 tahun - Piagam 2 Semua Jenjang
| ¢ 10tahun - - . ___ |piagam I |Semua Jenjang |
2 memperoleh penghargaan lainnya Piagam 0,50 |Semua Jenjang




NO. UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL | ANGKA |PELAKSANAAN
KREDIT
1 2 3 4 5 6 7

Perolehan gelar Memperolehijazah/gelar kesarjanaanlainnya yang tidak sesuai

kesarjanaan lainnya |dengan bidang tugasnya:

yang diakreditasi | a. Doktor liazahlgelar | 15 [Semua Jenjang
| b. Pasca Sarjana - Ijazéh7 geﬁlr“m | 10 |[semua Jenjang
7c:«_8_é}j“éna/Diploma v : Ijazéhrgél_ar o 5 Semua Jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




Lampiran |l

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAANDENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor 19 TAHUN 2010
Tanggal : 10 Nopember 2010

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

NO UNSUR PERSENTASE PERTAMA MUDA MADYA
lil/a ili/b lilic iiiid IVia IVib iVic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I |[UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100
2. Diklat
B. Pembinaan'dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
C. Pembinaan dan pengembangan
sistem Pengawasan 2 80% 40 80 160 240 360 480
Ketenagakerjaan
D. Pengembangan profesi
Pengawasan Ketenagakerjaan
Il |PENUNJANG
Kegiatan Pengawasan < 20% 10 20 40 60 90 120
Ketenagakerjaan
JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700
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Larnpiran lll : Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 19 TAHUN 2010

Tanggal : 10 Nopember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

NO UNSUR PERSENTASE | PERTAMA MUDA MADYA
b llic ii/d IVia IVib WVic
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I [UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 150 150 150 150 150 150
2. Diklat
B. Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakejaan
C. Pembinaan dan pengembangan sistem
Pengawasan Ketenagakejaan 280% 40 120 200 320 440
D. Pengembangan profesi Pengawasan
Ketenagakerjaan
Il [PENUNJANG < 50 110
Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan 5 20% 10 30 =0 80
JUMLAH 100% 150 200 300 400 550 700

MENTER! NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
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JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

Lampiran IV : Peraturan Menteri Negara

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

PENGAWAS KETENAGAKERJAANDENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 19 TAHUN 2010

Tanggal - 10 Nopember 2010

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

NO UNSUR PERSENTASE MUDA MADYA
e lilid IVia V/b IVic
1 2 3 4 5 6 7 8
| [UTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200
2. Diklat
B. Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
C. Pembinaan dan pengembangan sistem
Pengawasan Ketenagakerjaan 2 80% 80 160 280 400
D. Pengembangan profesi Pengawasan
Ketenagakerjaan
Il [PENUNJANG
Kegiatan Pengawasan Ketenagakerjaan 120% 20 40 70 100
JUMLAH 100% 200 300 400 550 700
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tam3rao V :

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MIIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABAAN//IP: ONGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIKAWN QIPLOMA |

Peraturar Menteri Negara
Pendayagunaan Qparatur N»3=m
dan Reformasi Bigokrasi
$'° " | 19 TAHUN 2010

@l - 10 Nayember 2010

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KRED!IT

NO. UNSUR PERSENTASE PERTAMA MUDA
/b llic i ilfa lit/b /e fi/d
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 JUTAMA
A. Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 40 40 40 40 40 40 40
2. Dikiat
B. Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
C. Pembinaan dan pengembangan sistem 2 80% - 16 32 48 88 128 208
Pengawasan Ketenagakerjaan
D. Pengembangan profesi Pengawasan
Ketenagakerjaan
2 |PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas <20% - 4 8 12 22 32 52
Pengawasan Ketenagakerjaan
JUMLAH 40 60 80 100 150 200 300
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Lampiran VI : Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Nomor

Tanggal :

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA i}

19 TAHUN 2010
10 Nopember 2010

JENJANG PANGKAT, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

NO UNSUR PERSENTASE |, PERTAMA MUDA
e Ii/d IN/a in/b Mic i/d
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 JUNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan Sekolah 60 60 60 60 60 60
2. Diklat
B. Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
C. Pembinaan dan pengembangan sistem 28 % 16 32 72 112 192
Pengawasan Ketenagakerjaan
D. Pengembangan profesi Pengawasan
Ketenagakerjaan
2 |UNSUR PENUNJANG
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas < 20% 4 8 18 28 48
Pengawasan Ketenagakerjaan
JUMLAH 60 80 100 150 200 300

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




